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ABSTRACT

PLANNING OF COMMUNITY BASED PARTICIPATORY
DEVELOPMENT

(The Study of The Preparation of The Local Middle Term of Development
Planning Province Bangka Belitung)

Yulias Tuti Ningsih
Open University

yoeleeimoet@yahoo.com

Keywords: Participatory Planning, Stakholders and The Local Middle Term of
Development Planning (RPJMD) Bangka Belitung Province

The participation of The Community as the vatiable ‘that was adopted in
this study has indicators: (1) contribution, (2) suppart;(3) commitment, (4)
cooperation, and (5) expertise. The approach 0f, this research is descriptive
approach primarily to the purpose of obtaining’a €lear picture of the mechanisms
and involvement in the preparation RPIJMD ‘§lands Province Bangka Belitung.
This method is committed with gathering information or secondary data, as well
as interviews with informants and represent”it in the form of a matrix and its
meaning interpreted by the researcher., T-his study used informant study of various
elements, namely: Element Islands Bangka Belitung Provincial Government, Civil
Society Organizations, World Business, Academician of University/College, Mass
Media and the Regional Representatives Council (Parliament) Islands Bangka
Belitung Provincial. To@nswerthe question in this study used qualitative methods
of analysis are signifiCant'as-an analysis based on the logic of the argument and is
based on logic argument/and data earned from data collection technics.

This research’'shows that: (1) From the 6 (six) phases of the preparation of
the Local NMiddle-Term of Development Planning (RPJMD) for only one process
is involved. in full stakeholder consultation agents of development the planning
stages (Musrenbang), (2) Implementation Musrenbang RPJMD more done
formality and not all stakeholders involved in the implementation of the
components such Musrenbang, (3) The time or the duration of time that the
Island Bangka Belitung Provincial Government although based on the mandate of
Law. 25 Year 2004 About SPPN, in within a period of 3 (three) months after the
inauguration of the Regional Heads were too short to formulate 5 (five) years.
Then the implementation Musrenbang just one day considered less able to
accommodate and formulate problems and solutions provincial development.
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ABSTRAK
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Daerah Provins Kepulauan Bangka Belitung)
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Kata Kunci: Perencanaan Partisipatif, Stakholders dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Partisipasi masyarakat sebagai variabel yang diadeps. dalam penelitian ini
memiliki indikator : (1) kontribusi, (2) dukungan, (3)‘komitimen, (4) kerjasama,
dan (5) keahlian. Pendekatan penelitian ini adalah“pendekatan deskriptif denan
maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang.nriekanisme dan keterlibatan
masyarakat dalam penyusunan RPIMD PravinsivKepulauan Bangka Belitung.
Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan imformasi atau data sekunder, serta
wawancara dengan informan dan menyajikahnya dalam bentuk matrik dan
maknanya diinterpretasikan sendiri olelpeneliti. Dalam penelitian ini digunakan
informan penelitian dari berbagal\, pmsur yaitu : Unsur Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitungy, Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha,
Akademisi/Perguruan Tinggh, ‘Media Massa dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provins~ Kepulauan Bangka Belitung. Untuk menjawab
pertanyaan dalam penelitianini digunakan metode Analisis Kualitatif yang
bermakna sebagai ,@ndlisis yang didasarkan pada argumentasi logika serta
didasarkan pada data yeing diperoleh melalui kegiatan teknik pengolahan data.

Penelitiarnini_rmenunjukkan bahwa: (1) Dari 6 (enam) tahapan penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah hanya satu proses sgja yang
dilibatkan, secara utuh stakeholders pelaku pembangunan yaitu tahapan
musyawarall” perencanaan pembangunan (Musrenbang), (2) Pelaksanaan
Musrenbang RPIMD lebih banyak dilakukan secara formalitas dan tidak semua
komponen stakeholder dilibatkan dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut, (3)
Waktu atau duras yang disedikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung walaupun berdasarkan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004
Tentang SPPN, yaitu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala
Daerah dinilai terlalu singkat untuk merumuskan kebijakan 5 (lima) tahunan.
Kemudian pelaksanaan Musrenbang yang hanya satu hari dinilai kurang dapat
mengakomodir dan merumuskan permasalahan dan solusi pembangunan Provinsi.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1 Konsep Pembangunan

Todaro (2000 : 18) menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya
fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui
sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Pembangunan idealnya
dipahami sebagai suatu proses berdimensi jamak yang imengekibatkan masalah
pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial.
Berdimensi jamak dalam hal ini artinya/meémbahas komponen-komponen
ekonomi maupun non ekonomi. Todaro (2000.: 20) mendefenisikan pembangunan
merupakan suatu proses multimensial”yang meliputi perubahan-perubahan
struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus
peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan
kemiskinan. Todaro|(2000:21) memberikan beberapa implikasi dari definisi diatas

bahwa :

1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, tetapi juga
pemerataan.

2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan seperti
peningkatan :

a. Life Sustenance : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

b. Self-Esteem : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki
harga diri, bernilai dan tidak dihisap orang lain.

c. Freedom From Servitude : Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan
dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Konsep dasar diatas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang

sekarang ini menjadi populer, yaitu :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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1. Capacity, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income atau
produktifitas.

2. Equity, hal ini menyangkut aspek pengurangan kesenjangan antara berbagai
lapisan masyarakat dan daerah.

3. Empowerment, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat
menjadi aktif dalam memperjuangkan nasib dan sesamanya.

4. SQuistanable, hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian
pembangunan (Todaro, 2000).

Soekanto (1984 : 45) mengemukakan pendapatnya tentang pembangunan
ekonomi. Pembangunan ekonomi mempunyai 3 sifat penting, proses terjadinya
perubahan secara terus menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan
perkapita masyarakat dan kenaikan pendapatan masyarakal yang terjadi dalam
jangka waktu yang panjang. Todaro (2000:20)_ juga’ imenyatakan bahwa
pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau
menghapuskan kemiskinan, ketimpangant, dan/pengangguran dalam konteks
pertumbuhan ekonomi atau negara ‘yeingy Sedang berkembang. Sementara itu
menurut Widjojo Nitisastro dalam Arsyad (2000:21) perencanaan berkisar pada
dua hal : pertama adalah merientukan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit
yang hendak dicapaiidaam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki
masyarakat yang bersangkutan. Y ang kedua adalah pilihan-pilihan diantara cara-

cara alternatif) yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Friedman dalam Robinson (2005 : 4) mendefinisikan perencanaan sebagai
berikut: “planning is primarily a way of thinking about social and economic
problem, planning is oriented predominantly toward the future, is deeply
concerned with the relation of goals to collective decesons and strives for
comprehensiveness in policy and program.”

Friedman mengungkapkan perencanaan adalah cara berfikir mengatasi
permasalahan sosial ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu dimasa depan. Sasaran
yang dituju adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan dalam

kebijakan dan program. Friedman melihat perencanaan memerlukan pemikiran
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yang mendalam dalam melibatkan banyak pihak sehingga hasil yang diperoleh
dan cara memperoleh hasil itu dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini berarti
perencanaan sosial dan ekonomi (kedua hal tersebut termasuk dalam tujuan
pembangunan) harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan

masyarakat baik secara langsung maupun secaratidak langsung.

Berdasarkan asas dan tujuan pembangunan maka diperlukan suatu proses
perencanaan yang mampu mengakomodasikannya. Pengertian proses perencanaan
pembangunan secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rasional
yang menghasilkan suatu atau beberapa kebijakan yang, dapaldijadikan pedoman
dalam pembangunan yang akan dilakukan. Pereneanaan’pembangunan merupakan
pembangunan yang bertujuan untuk memperiaiki- penggunaan berbagai sumber
daya publik yang tersedia dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam
dalam menciptakan nilai sumbet. dayassumber daya swasta secara bertanggung
jawab demi kepentingan pemidangunan masyarakat secara menyeluruh (Kuncoro,
2004 : 14). Perencariaan ‘pembangunan pada masa Orde Baru didasarkan pada
pergulatan pemikiran rnengenai ekonomi-politik pembangunan yang berkembang
dalam “komuriitas politik” pada saat itu. Hal ini pula yang melahirkan konsep
sentralistik dalam segala bidang perencanaan pembangunan di  Indonesia
(Mas oed 1994 : 50). Masa reformasi, dalam proses perencanaan di Indonesia
dilakukan dengan pendekatan secara top down dan bottom up. Pengertian top
down dalam hal ini yaitu perencanaan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat
yang dapat dipedomani dalam proses perencanaan Pendekatan bottom up dalam
hal ini yaitu, perencanaan memperhatikan aspirasi dari masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan.
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2. Pentingnya Perencanaan dalam Pembangunan

Bintoro Tjokroamodjojo (1985:25) mengatakan pembangunan meliputi
perubahan-perubahan sosial yang besar. Perubahan ini seringkali mengakibatkan
adanya frustrasi, alienasi dan kegoncangan dalam identitas. Riant Nugroho
(2003:67-68) mengatakan pembangunan adalah sebuah kegiatan yang kolosal,
memakan waktu panjang, melibatkan seluruh warga Negara dan dunia
inernasional, dan menyerap hampir seluruh sumber negara dan bangsa. Oleh
karena itu, pembangunan sudah seharusnya di-managements “Nugroho juga
mengatakan, perencanaan pembangunan menjadi kunci, kaena sesungguhnya ini
adalah pekerjaan yang maha rumit. Seperti diKetahui;” istilah “pembangunan”
adalah istilah khas dari proses rekayasa sesial, (dalam arti luas termasuk dalam
ekonomi, politik, kebudayaan dan sebagainya) yang dilaksanakan oleh negara-

negara berkembang.

3. Proses Penyusupan Peféncanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan dikelompokan kedalam dua sistem yaitu
perencanaan dari atas dan kebawah (top down planning) dan perencanaan dari
bawah keatas (bottom up planning). Kedua bentuk perencanaan itu disebut oleh
Kunarto (1993:13) perencanaan dilihat dari arus informasi. Menurut Kunarto
perencanaan dari atas kebawah (top down planning) diartikan perencanaan yang
dibuat oleh pemerintah pusat atau sasaran-sasarannya ditetapkan dari tingkat
nasional dalam tingkat makro. Kemudian diterjemahkan dalam perencanaan yang
lebih makro atau perencanaan tingkat daerah. Sedangkan perencanaan dari bawah

keatas (bottom up planning) diartikan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah
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daerah/departemen atau perencanaan dalam tingkat makro/proyek. Berdasarkan
apa yang dikemukakan Kunarto, dapat disimpulkan bahwa top down planning
bersifat makro dan bottom up planning bersifat mikro. Ginandjar Kartasasmita
(1997:114-115) menyatakan perencanaan dari atas kebawah (top down up
planning) dan perencanaan dari bawah keatas (bottom up planning) termasuk
kelompok perencanaan menurut proses/hirarki penyusunan. Menurut Ginandjar,
perencanaan dari atas kebawah merupakan pendekatan perencanaan yang
menetapkan cara penjabaran rencana induk kedalam rencana rinci. Rencana rinci
yang berada dibawah adalah penjabaran rencana induk“yang berada diatas,
sedangkan perencanaan dari bawah keatas dianggap” sebagal pendekatan
perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada
kebutuhan nyata. Pandangan ini timbul _karena {erencanaan dari bawah keatas ini
dimulai prosesnya dengan mengenall kebutuhan ditingkat masyarakat yang secara
langsung terkait dengan peldksanaan dan mendapat dampak dari kegiatan
pembangunan yang ,direncanakan. Anggapan bahwa mereka yang yang
memperoleh pengaruhvatau dampak langsung dari pembangunan seyogyanya
terlibat langsung-sejak tahap perencanaan. Menjadi dasar pembenaran pendekatan
perencanaarn-dari bawah keatas. Ginandjar mencontohkan perencanaan sektor
sebagai perencanaan dari atas kebawah (bersifat makro), dan perencanaan rinci

merupakan perencanaan dari bawah keatas ( bersifat mikro).

Mengacu pada pendapat para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan
bahwa yang dikatakan perencanaan dari atas kebawah (top down planning) adalah
perencanaan pembangunan yang dibuat oleh lembaga atau institusi dipusat atau

tingkat atas yang sifatnya makro atau menyeluruh. Sedangkan perencanaan dari
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bawah keatas (bottom up planning) adalah perencanaan yang dibua oleh lembaga
atau institusi pemerintah tingkat bawah yang bersifat makro. Hal ini salah
pengertian dan penafsiran dibanyak kalangan terhadap istilah top down planning
dan bottom up planning. Khususnya mengenai bottom up planning sering

dimaksudkan perencanaan yang dibuat oleh masyarakat secara langsung.

4, Perencanaan Partisipatif

Idealnya Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan Yyang
melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah“yang dihadapi
yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkari, ietapi dalam proses
perencanaan ini hanya melibatkan bagian dariUnsur’ masyarakat diantaranya

eksekutif dan legislatif. Hal ini seperti yarig'dikemukakan oleh Abe (2002:81)

sebagai berikut :

Perencanaan partisipatif Aadalah” perencanaan yang dalam tujuannya
melibatkan kepentingan ‘rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat
(baik secara langsung” miadpun tidak langsung). Tujuan dan cara harus
dipandang sebagal‘sattr Kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan
bila dirumuskantanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan
bahwa rumusan akan berpihak padarakyat.

Diana, Conyers (1994;154) ada 3 (tiga) alasan mengapa partisipasi
masyarakat mempunyai sifat penting adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi
mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa
kehadirannya program-program pembangunan akan gagal.

2. Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa
dilibatkan dalam proses persigpan dan perencanaanya, karena mereka akan
lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa
memiliki terhadap program tersebut.

3. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam
pembangunan masyarakat sendiri.
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Kemudian Wicaksono dan Sugiarto (dalam Wijaya: 2001:25), lebih lanjut
mengemukakan ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut :

1. Terfokus pada kepentingan masyarakat
a. Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang
dihadapi masyarakat.
b. Perencanaan disipakan dengan memperhatikan aspirasi masyrakat yang
memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.
2. Partisipatoris (keterlibatan)
Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama
dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan bicara, waktu
dan tempat.
3. Dinamis
a. Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan gamua pihak
b. Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan tdlanjroaktif.
4. Sinergitas
a. Harus menjamin keterlibatan semua pihak
b. Selalu menekankan kerjasama antar wilayah adimiinistrasi dan geografi
c. Setiap rencana yang akan dibangun sedagat murigkin mejadi kelengkapan
yang sudah ada, sedang atau dibangun;
d. Memperhatikan interaksi yang terjadi diantara stakeholder
5. Legdlitas
a. Perencanaan pembangunan dilakSanakan dengan mengacu pada semua
peraturan yang berlaku.
b. Menjunjung etika dan tatawilai-masyrakat.
c. Tidak memberikan~peluarng bagi penyalahgunsan wewenang dan
kekuasaan.
6. Fisibilitas (Realitis)
Perencanaan hafus” Jbersifat spesifik, terukur, dapat dijalankan, dan
mempertimbangkan waktu.

Hal, Sérnada’ juga disampaikan Abe (2005;90) dengan adanya pelibatan
masyarakat Secara langsung dalam perencanaan, maka mempunyai dampak positif
dalam perencanaan partisipatif, yaitu :

1. Terhindar dari terjadinya manipulasi, keterlibatan masyarakat akan
memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki masyarakat.

2. Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, semakin
banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik.

3. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan poltik masyarakat.
Perencanaan partisipatif titik fokusnya adalah keterlibatan masyarakat,

bahwa perencanaan partisipatif merupakan perencanaaan lahir dari bawah (bottom
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up) bukan lahir atas (top-down) atau pemerintah daerah. Jadi perencanaan

partisipatif adalah perencanaan yang disusun dari bawah (bottom up).

Secara lebih terperinci dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penyelidikan
Penyelidikan adalah sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan
mengumpulkan persoalan-persoalan bersifat lokal yang berkembang di
masyarakat. Penyelidikan di sini bukan sebagai kegiatan akademis, melainkan
kegiatan yang menjadi bagian dari upaya perubahan. Balam proses ini,
keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci yang tidak bisa ditawar. Dengan
demikian, proses penyelidikan adalah proses ‘mengajak masyarakat untuk
mengenali secara seksama problem yang mérekarhadapi.

b. Perumusan masalah
Perumusan masalah adalah tahaprlanjut dari hasil penyelidikan. Data atau
informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh
gambaran yang lebih*engkap, utuh dan mendalam. Untuk mencapai
perumusan, pada'dasarnya dilakukan suatu proses analisis atas informasi, data
dan pengalaman hidup masyarakat. Proses analisis sendiri bermakna sebagai
tindakan untuk menemukan kaitan antara satu fakta dengan fakta yang lain.
Apa yang dirumuskan harus sederhana, jelas dan kongkrit. Rumusan masalah
dapat mencerminkan kebutuhan dari komunitas (masyarakat), tidak ada cara
lain kecuali melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Langkah pertama
yang harus dilakukan adalah mengusahakan agar masukan data yang dihimpun
benar-benar merupakan apa yang dirasakan dan apa yang menjadi keprihatinan

dari masyarakat. Dalam hal ini, tidak semua apa yang disampaikan masyarakat
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harus diterima, justru pada saat itulah momentum untuk bersama-sama
masyarakat memilah milah mana segi-segi yang merupakan kebutuhan dan
mana yang sekedar keinginan. Suatu keinginaan tentu saja memiliki kadar
subjektifitas yang tinggi, dan cenderung tanpa batas yang jelas. Oleh sebab itu
yang hendak menjadi prioritas adalah menjawab kebutuhan-kebutuhan dasar
dari masyarakat.
c. ldentifikasi sumber daya

Dalam masalah ini daya didukung tidak diartikan sebagai dana kongkrit (uang),
melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkirikan terselenggaranya
aktifitas dalam mencapai tujuan dan target yang telamditetapkan. Daya dukung
sangat tergantung pada: (1) persoalan yang dihadapi, (2) tujuan yang hendak
dicapai, dan (3) aktifitas yang akan.dilakukan. Kejelasan mengenai segi-segi
ini pada dasarnya akan sangat, membantu dalam memahami apa yang dimiliki
oleh masyarakat. Untuk -menghasilkan program pembangunan yang efektif,
syaratnya adalah sebagai-berikut :

1) Transparan, ‘bawa proses dan mekanisme pengambilan keputusan yang
dibangunssejak mulai tingkat kelurahan sudah diketahui dan dapat
diparnitau-oleh masyarakat.

2) Responsif, bahwa program pembangunan yang dihasilkan Iebih disebabkan
adarya upaya merespon apa yang menjadi isu di masyarakat, bukan karena
rancangan dari pihak-pihak tertentu sgja

3) Partigpatif, keterlibatan masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam
pengertian perumusan yang terjadi dilakukan bersama dan selalu
memperhatikan masalah/isu yang diangkat oleh masyarakat.

4) Akuntabel, sepanjang seluruh proses dilakukan secara transparan,
menjawab kebutuhan dan melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapan,
hasilnya pasti dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan menyangkut kondisi yang diharapkan, maka dengan sendirinya

penentuan tujuan menjadi momentum yang sangat penting. Jika suatu rangkaian

langkah dimaksudkan untuk kepentingan rakyat, maka mutlak adanya keterlibatan
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rakyat (dalam arti keterlibatan secara sadar). Tanpa keterlibatan rakyat, maka
menjadi sangat mungkin rumusan yang dikeluarkan mengandung pengaruh watak
dari luar. Kebutuhan dasar masyarakat akan sangat berbeda dengan pihak luar,
sebab setigp komunitas memiliki kebutuhan yang berbeda beda. Setiap usaha
penyeragaman akan bermakna pengingkaran atas pluralitas dan sekaligus

pengabaian esensi dari kebutuhan rakyat.

5. Perencanaan Pembangunan Menurut UU No.25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Dalam UU No.25 Tahun 2004 ada beberapa dang lingkup perencanaan

pembangunan baik nasional maupun secaradaetalt, yaitu :

a. Rencana pembangunan jangka panjang;
b. Rencanapembangunan jangkaimenengah, dan

c. Rencana pembanguman tahuinan.

RPJP Nasional” merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya
pemerintahari, Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik 1ndonesia 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah
pembangunan Nasional. Sedangkan RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah
pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Adapun RPJM
Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi
pembangunan nasional. Kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan

lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka
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ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh
termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang merupakan kerangka

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPIMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah
yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPIM
Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Dagerah,
kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja
perangkat daerah dan kerangka pendanaan yang bersifal/ indikatif. RKP
merupakan penjabaran dari RPJIM Nasional, membuat phigritas pembangunan,
rancangan kerangka ekonomi makro yang mericakug gambaran prekonomian
secara menyeluruh termasuk kebijakan fiskal, Serta RKPD merupakan penjabaran
dari RPIMD dan mengacu pada RKP~memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunandaeiah; rencana kerja, dan pendanaannya baik
yang dilaksanakan langsung~oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

6. Implementas“Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia 38 Tahun
2007 ‘tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provins, dan Pemerintah K abupaten/K ota

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan
kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi  kewenangannya,
pemerintahan daerah provinsi dapat:

a. menyelenggarakan sendiri; atau
b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan

daerah kabupaten/kota dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas
pembantuan.
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Urusan pemerintahan selain yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang
penyelenggaraannya oleh Pemerintah ditugaskan penyelenggaraannya kepada
pemerintahan daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat
diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan daerah yang bersangkutan apabila
pemerintahan daerah telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan. Urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada
pemerintahan daerah kabupatern/kota berdasarkan asas tugas pembantuan, secara
bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemesintahan kabupatern/kota
yang bersangkutan apabila pemerintahan daerany kabupaten/kota telah
menunjukkan kemampuan untuk memenuhi normay standar, prosedur, dan kriteria
yang dipersyaratkan. Otonomi daerah..adalah”hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan méngurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan
kewajiban setiap.tingkdtan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan
mengurus funigs*fuangsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka

melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

K epulauan Bangka Belitung

Dokumen RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan RPIJMD Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung ini disusun dengan mempertimbangkan visi, misi dan
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program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, seluruh aspirasi
pemangku kepentingan pembangunan telah disampaikan melalui penyelenggaraan
musrenbang RPIMD. RPIMD ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Untuk dapat
mengimplementasikan RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, maka
beberapa hal berikut perlu dijadikan perhatian dalam pengimplementasian

RPIMD ini :

Pertama, RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dijadikan pedoman
dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD; uptuk lima tahun
mendatang, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah, (RKPD) serta RAPBD

(Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pafia setiap tahun anggaran.

Kedua, untuk mengoperasionalkan program dan rencana kerjalkegiatan yang
diusulkan dalam RPIMD ini perlu diterjemahkan lebih lanjut dalam rencana kerja
yang lebih rinci dan terukur dalarn, Restra SKPD masing-masing. Renstra SKPD
dimaksud akan ditetapkar denigan Peraturan Gubernur dan merupakan bagian

yang tidak terpisahKardari RPIMD ini.

Ketiga, mengingat target dan rencana kerja yang telah ditetapkan akan
dipertanggungjawabkan pelaksanaan dan pencapaiannya, maka pada pertengahan
tahun kedua RPIMD ini perlu dilakukan pengkajian ulang (mid-term review).
Pengkajian ulang dimaksud, difokuskan pada evaluasi tingkat pencapaian rencana
dan target yang ditetapkan serta identifikasi isu terkini yang dapat menggangu

pencapaian pelaksanaan target dan rencana kerja RPIMD ini.

Keempat, mengingat jangka waktu pelaksanaan RPIMD dan selama periode

pelaksanaan RPIMD ini mungkin terjadi hal-hal diluar asumsi yang ditetapkan
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dan diprediksi sebelumnya, beberapa usulan program dan kegiatan baru terutama
yang menyangkut pemecahan terhadap isu/permasalahan terkini yang mungkin
terjadi ditengah periode pelaksanaan RPIMD ini, dapat diusulkan melalui RKPD

dan diimplementasikan dalam RAPBD tahun anggaran terkait.

Kelima, untuk menjembatani kekosongan rencana pembangunan pada akhir masa
jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka dapat dimuat rancangan
program indikatif satu tahun kedepan bila diperlukan menjelang berakhirnya masa

jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepualauan Bangka Belitung.

8. Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan’ Jangka Menengah

Daerah Menurut Peraturan Menteri DalamNegeri No 54 Tahun 2010

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPIJM) Daerah merupakan arah
pembangunan yang ingin dicapai. dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah
terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, dimana
program dan kegiatan/yang difencanakan sesual urusan pemerintah yang menjadi
batas kewenangan_'dagrah dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas
keuangan daexali. Dalam upaya mendapatkan RPIMD yang dapat mengantisipasi
kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan. Penyusunan
RPIMD perlu dilakukan secara komprehensif dengan lintas pemangku

kepentingan (stakeholder) pembangunan. Tahapan-tahapan penyusunan RPIMD

sebagai berikut :

1. Penyigpan rancangan awa RPIJMD. Kegiatan ini dibutuhkan guna
mendapatkan gambaran awal dari jabatan visi, misi dan program Kepala

Daerah terpilih
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2. Penyiapan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(rancangan Renstra SKPD), yang dilakukan oleh seluruh SKPD. Penyusunan
rancangan Renstra SKPD bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan
tugas dan fungsi SKPD, agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah
terpilih.

3. Penyusunan rancangan awal RPIJMD. Tahap ini merupakan upaya
mengintentegrasikan rancangan awal RPIJM Daerah dengan rancangan
Renstra SKPD, yang menghasilkan rancangan RPIM B,

4. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musteribang) jangka menengah
daerah. Kegiatan ini dilaksanakan gunadnemperoleh berbagai masukan dan
komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan atas rancangan
RPIMD.

5. Penyusunan rancangan RPIMD; dimana seluruh masukan dan komitmen hasil
musrenbang  jangka -menengah daerah menjadi masukan utama
penyempurnaan, raiicangan RPIMD yang akan menjadi rancangan akhir
RPIMD .\ Rahcangan akhir ini disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada
KepalaDaerah terpilih.

6. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPIMD, dibawah koordinasi Kepala
SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
hukum. Rancangan akhir RPIMD beserta lampirannya disampaikan kepada
DPRD sebagai inisiatif pemerintah daerah untuk diproses lebih lanjut

menjadi  Peraturan Daerah tentang RPIMD. Gambar dibawah ini untuk
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membantu agar dapat dilihat dengan lebih mudah proses penyusunan

Prediksi
Kondisi Umum
Daerah

— Geografi

— Perekonomian
Daerah

— Sosial Budaya

— Prasarana
dan Sarana

— Pemerintahan
Umum

— demografi

RPIMD:
Visi, Misi, dan Rumusan
program KDH hasil
—P| kesepakatan
& komitmen

Analisa
Keuangan Daerah

A 4

Rancangan Awal
RPJMD

—

— Strategi Pemb.
Daerah

— Arah Kebijakan
Umum

— Arah Kebijakan
Keuangan Daerah

— Program Prioritas

Rancangan
RPJMD

Ny

Rancangan Sentra
SKPD

— Visi Misi, Tujuan
— Strategi Kebijakan
— Program indikasi
kegiatan dan
pendanaan
= Rancangan
kerangka
regulasi
= Rancangan
kerangka
pendanaan

— Visi Misi Program
KDH
— Arah kebijakan
keuangan daerah
— Strategi
Pembangunan
Daerah &
Kebijakan Umum
— Program, indikasi
kegiatan dan
pendanaan
= Rancangan
kerangka
regulasi
= Rancangan
kerangka

stokehalder

Rancangan
Akhir RPJMD

)

Musrenbang
Jangka Mehengah
Daerah

=

i

Lokasi Kegiatan

Rencana tata ruang

— Visi Misi
Program
KDH
+/Arah,kebijaka
n Keuangan
daerah
— Strategi
Pembanguna
n daerah &
kebijakan
umum
— Program,
indikasi
kegiatan dan
pendanaan
= Rancangan
kerangka
regulasi

= Rancangan
kerangka
pendanaan

— Program
transis

— Kaidah

Penetapan
Perda ttg
RP.IMD

Peraturan
Daerah ttg
RPIJMD

Gambar 2/1. Diagram Tata Cara Penyusunan RPIJIM D

(Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)

Musrenbang RPIMD Provinsi terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur,

Pimpinan dan anggota DPRD provinsi, Bupati, dan Walikota serta Kepala

Bappeda Kabupaten/Kota, Kepala SKPD provinsi, kepala instansi vertikal

diprovinsi, akedemisi, LSM, ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan

dan kelompok masyarakat rentan termarjinalkan dan unsur pengusaha/investor,

serta pejabat Kementerian/Lembaga tingkat pusat sesuai dengan kebutuhan.
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Berdasarkan pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, tujuan dari Undang-Undang ini adalah :

a.  menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan
publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik,
serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan
publik;

c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik
dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan,
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

9. Pengertian Partisipas

Kajian literatur tentang partisipass maSyaxakat di  negara-negara
berkembang menunjukkan bahwa konsep partiSipasi diinterpretasikan secara luas,
seperti yang disampaikan Cohen dan Uphoff {1997: 20), bahwa :

“Partisipasi  dapat dilihat{~dan’” berbagai pandangan (perspective),
keterlibatan masyarakat Alalam proses pembuatan keputusan dan dalam
mengimplementasikan program, serta menikmati keuntungan-keuntungan
dari program tersebut) Keterlibatan mayarakat dalam mengevaluasi
program suatu proses aktif, dimana rakyat dari suatu komuniti mengambil
inisiatif dan nienyatakan dengan tegas otonomi mereka’.

Menurut FAO seperti yang dikutip Mikkelsen (1999 : 64). Berbagal penafsiran
yang berbetia dan'sangat beragam mengenai arti kata tentang partisipasi yaitu :

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa
ikut serta dalam pengambilan keputusan.

2. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif mengandung arti bahwa orang atau
kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya
untuk melakukan hal itu.

3. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan staf
yang melakukan persigpan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar
memperoleh informasi mengenai konteks dan dampak sosial.

4. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela olen masyarakat dalam perubahan
yang ditentukannya sendiri.

5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri,
kehidupan dan lingkungan mereka.
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Moeljarto (1986 :136), mengartikan partisipasi sebagai pernyataan mental secara
emosional seseorang dalam suatu situasi kelompok yang mendorong mereka
menyumbangkan daya pikir dan perasaan mereka bagi tercapainya tujuan
organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut.

Menurut Adi (2001 : 208). Partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga
dalam pembangunan dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu :

1. Tahap Assesment
Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki.
Untuk ini masyarakat dilibatkan secara aktif merasakan permasalahan yang
sedang terjadi merupakan pandangan mereka sendiri.

2. Tahap aternatif program atau kegiatan
Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berfikir fentang masalah yang
mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan nieriikirkan beberapa alternatif
program.

3. Tahap pelaksanaan (implementasi) program.atau kegiatan
Dilakukan dengan melaksanakan progfamwang sudah direncanakan dengan
baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya dilapangan.

4. Tahap Evaluasi (termasuk evaluask-ifiput, proses dan hasil)
Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap
program yang berjalan.

10. Bentuk dan JenisPartisipas M asyarakat

Menurut .Davis,” seperti yang dikutip oleh Sastropoetro (1988:16)
mengemukakar—bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai
berikut, yaittr:

a.  Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa

b. Sumbangan spontan berupa uang dan barang

c. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari
sumbangan individu instansi yan berada diluar lingkungan tertentu
(dermawan, pihak ketiga)

d. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari, dan dibiayai seluruhnya oleh
komuniti (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti antara lain rapat desa
yang menentukan anggarannya).

e. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli
setempat

f. Aks massa

g. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri
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h.  Membangun proyek komuniti yang bersifat otonom.

Kemudian Davis juga mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat
seperti yang dikutip oleh Sastropoetro (1988 : 16), yaitu sebagai berikut :

Pikiran (psychological participation)

Tenaga (physical participation)

Pikiran dan tenaga (psychological dagn physical participation)
Keahlian (participation with skill)

Barang (material participation)

Uang (monry participation)

SO Q0o

Selanjutnya Sherry R. Arnstein dalam Suryono (2001 : 127) memberikan model
delapan anak tangga partisipasi masyarakat (Eight Rungs on ‘ladder of citizen
participation). Hal ini bertujuan untuk mengukur ssampai‘sejauh mana tingkat

partisipasi masyarakat di sebuah negara.

Tabel 2.1.
Model Delapan Anak TandggaPartisipas M asyarakat (M odel Arsntain)
Talggga Bentuk Partisipas K ategori
VIII | Perigawasan Masyarakat Tingkat Kekuatan
VI Rendelegasian Kekuasaan dan Masyarakat
Kewenangan (Degress of Citizen

WA\, | Kemitraan /K esetaraan Powver)

V Peredaman /Kompromi Tingkatan Semu
IV Berkonsultasi

1 Menginformasikan

] Pengobatan untuk penyembuhan Bukan Partisipasi

I Manipulasi

Model delapan anak tangga Arsntein akan sangat membantu untuk menganalisis
perkembangan ataupun tingkat partisipasi masyarakat di suatu negara ataupun di

suatu daerah.
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11. Pentingnya Partisipas Dalam Pembangunan

Oakley (1991 : 14) berpendapat bahwa: “Partisipasi merupakan hal yang
sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa adanya partisipasi aktif
dari masyarakat pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada perwujudan
kesgjahteraan rakyat tidak akan terwujud karena masyarakatlah yang lebih tahu
akan kebutuhannya serta mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi
dalam masyarakat”.

Menurut Moeljarto (1987 ; 48-49) partisipasi menjadi amat penting,
terdapat bebergpa alasan pembenar bagi partisipass masyarakat dalam
pembangunan, karena :

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pernbangunan, partisipasi
merupakan akibat logis dari dalil tersebut.

2. Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan, prioadi untuk dapat turut
serta dalam keputusan penting yang menyangkut raésyarakat.

3. Partisipasi menciptakan suatu lingkungan/umpan balik arus informasi sikap,
aspirasi , kebutuhan dan kondisi daerah’yangtanpa keberadaannya akan tidak
terungkap. Arus informasi ini tidak ‘dapat dihindari untuk berhasilnya
pembangunan.

4. Pembangunan dilaksanakan lebih _bék dengan dimulai dari dimana rakyat
berada dan dari apa yang meteka miliki.

5. Partisipasi memperluas zona (Wawasan) penerima proyek pembangunan.

6. Partisipasi akan mempérhdas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh
masyarakat.

7. Partisipasi menapang pembangunan

8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi
potensi mariusia-maupun pertumbuhan manusia.

9. Partisipasi-merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat
untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas
daerah:

10. Partisipasi di pandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu
untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Partisipasi masyarakat menjadi penting dalam setiap perencanaan program dan

kegiatan sosial (Adi dan Laksmono : 174) karena:

1. Merupakan suatu sarana untuk memperoleh informasi mengenai kondisi
kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Tanpa informasi ini, maka
program tidak akan berhasil.

2. Masyarakat akan lebih antusias terhadap program kebijakan pembangunan
apabila mereka dilibatkan dalam perencanaan dan persiapan sehingga mereka
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akan menganggap bahwa program atau kebijakan tersebut adalah mereka. Hal
ini perlu untuk menjamin program diterima oleh masyarakat.

12. Otonomi Daerah dan Partisipas Publik

Otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 didefinisikan sebagai
kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom menurut
UU No. 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum_yang mempunyai
batas daerah tertentu berwenang mengatur dan™ymernperluas kepentingan
masyarakat setempat menurut prakasa sendirj berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik I'ndenesia. UU No. 32 Tahun 2004 juga
mendefinisikan tentang desentralisasi yaitu” penyerahan wewenang pemerintahan
oleh pemerintah pusat kepada.daerah’ otonom dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.  Otonomi~daerah memiliki kewenangan dalam menentukan
arah pembangunan ditserikan kebebasan yang cukup luas sehingga dimana prinsip
dekonsentrasi._yang” mengatur pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah,
menjadi kian berarti. UU ini mendefinisikan juga tentang pemerintah daerah yaitu
sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah dearah
DPRD menurut asas desentralisasi. Kewenangan Daerah Otonom menurut UU 32

Tahun 2004 pasal 14, khususnya untuk Kabupaten/Kota dirinci sebagai berikut :

Perencanaan dan pengendalian Pemerintahan dan Pembangunan
Penyelengaraan Ketertiban Umum

Penanggulangan Masalah Sosial

Penyelenggaraan Bidang Ketenagakerjaan

apope
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Fasilitas Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pengendalian Lingkungan Hidup

Pelayanan Lingkungan dan Tata Ruang

Pelayanan Pertahanan dan Catatan Sipil

Pelayanan Dalam Penanaman Modal

Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Lainnya

Pengembangan dan Pelestarian Budaya

AT T S@ e

Reformasi memiliki polapola penyelenggaraan pemerintahan yang
sentralistik dan kurang peka terhadap sentra perkembangan ekonomi, politik dan
sosial masyarakat harus ditingkatkan dan diarahkan sejalan dengan tuntutan
mayarakal yang menjamin kepentingan prima kepada maSyarakat tanpa
diskriminasi, memperkenalkan kontrol masyarakat, kepastian”hukum, ketertiban
hak-hak asas manusia, demokrasi dan aKuntalgiitas. Tuntutan-tuntutan
masyarakat ini terwujud apabila dapat terCapgai statu pemerintahan yang baik
(good governance) yang didefinisikany sebagai proses yan bekenaan dan
memungkinkan penggunaan kekuasaan Negara di bidang ekonomi, politik dan
administrasi secara sangkil ‘daiymangkus dengan menjaga hubungan sinergis dan
konstruktif antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam melakukan

fungsinya masirg-nasing mengenal urusan-urusan negara pada setiap tingkatan.

Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan sebagai upaya menjadikan
masyarakat seperti lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga keagamaan,
lembaga adat, lembaga hukum dan lembaga swadaya masyarakat serta komunitas,
keluarga dan individu-individu, memiliki kemandirian, kemampuan, kapasitas dan
efektifitas untuk melaksanakan partisipasinya dalam menyelenggarakan otonomi
daerah. Untuk mengantisipasi minimnya pemberdayaan masyarakat terutama
partisipasinya dalam pembangunan pemerintah melalui UU No. 25 Tahun 2004

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengulasikan perlunya
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penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPIMD
dan melibatkan berbagai unsur dalam komunitas daerah. Pemerintah daerah
selanjutnya meminta partisipasi publik baik melalui sosialisasi, konsultasi publik
dan jaring asmara. Pembahasan RPIMD berakhir segera dilakukan musyawarah
perencanaan pembangunan yang menghasilkan rumusan hasil kesepakatan dan

komitmen antara pemerintah daerah dengan unsur masyarakat.

B. Kerangka Berpikir

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui mekanise penyusunan
RPIMD dan untuk mengetahui bagaimana pemahaman-inasyarakat dan dunia
usaha dalam proses penyusunan dokumen RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dan bagaimana partisipasi miasyarakat dalam proses penyusunan
perencanaan Pembangunan di Previnsi/Kepulauan Bangka Belitung. Skema
keterkaitan Provinsi sebagal, perpanjangan tangan dari pemerintah pusat
digambarkan dibawah ini) sekitngga dapat memberikan gambaran keseluruhan
keterlibatan Pemeriteh Provinsi dengan Kabupaten/Kota, akademisi, dunia usaha

dan unsur masyarakat :
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Pemerintah
Pusat

Tl

Pemerintah
Provinsi

A 4

Akademisi Pemerintah
Kabupaten/Kota
A A
v
Gambar 2.2. Skema Keterkaitan Pemerintanh  Pusat, Proving,

K abupaten/K ota denganStakehol der

Kerangka berpikir dalam penelitian irnirdapat digambarkan sebagai berikut :

Proses Pertyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerali{RPIMD) Provins Kepulauan Bangka Belitung

v

Perencanaan Pembangunan Berbasis
Masyarakat Yang Partisipatif

y

Data Y ang Diperlukan
DataPrimer Data Sekunder
- Wawancara - Studi Pustaka
- Observas
v

AnalissData:
Analiss Kualitatif

v

Gambaran yang jel as tentang pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam
penyusunan RPIMD Provins Kepulauan Bangka Belitung

Gambar 2.3. Kerangka Berpikir tentang Mekanisme dan Keterlibatan
M asyarakat dalam Penyusunan RPIJIM D
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C. Definis Konsep/K onsep Kunci
Definisi konsep/konsep kunci yang dikembangkan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dalam proses pengambilan
keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dari prioritas dalam
rangka mengeksploitasikan sumber-sumber potensial dalam pembangunan.
Pemahaman masyarakat tentang partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam
memberikan kontribusi, dukungan, komitmen, kerjasama gdan keahlian untuk
merumuskan RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Perencanaan pembangunan adalah kegiatansyang dilaksanakan untuk
menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, berapa
lama waktunya, dan berapa biaya.yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran
yang ingin dicapai. Perencangan pembangunan yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah RPIM D, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Tata cara penyus.nari-perencanaan pembangunan adalah kegiatan-kegiatan
atau tahapan-tahapan yang dilalui dalam sebuah proses pembuatan Rencana
Pembanguian.” Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan dalam
penelitian ini adalah tata cara menyusun RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tetang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No0.8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
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D. Penelitian Terdahulu

Perencanaan pembangunan berbasis masyarakat yang partisipatif pernah
dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain oleh Irma Purnamasari (2008)
melakukan penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kuditatif. Data
yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus
penelitian, yaitu data primer dan sekunder tentang partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi. terstruktur dan
observasi. Pemilihan informan menggunakan teknik, ‘purposive sampling.
Tambahan informasi diperoleh dari informan lain yang ditentukan dengan teknik
snowball sampling. Berikut ini informan-informan-yang menjadi sumber data
dalam penelitian ini:

1. Bappeda kabupaten Sukabumi
2. Camat Cibadak

3. Perangkat Kecamatan Cibadalk
4. KepalaDesa

5. Perwakilan masyarakat,

Teknik analisis’yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif kualitatif, yaitu teknik menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan
data yang tefkumpul secara sistemik dan sistematik. Untuk menygjikan data
tersebut digunakan Interactive Model Analysis dari Miles dan Huberman yang
meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan
kesimpulan., Ardian Pratomo (2011) melakukan penelitian dibatasi untuk
mempelgiari sgjauh mana musrenbang mampu sebagai pijakan sistem
perencanaan pembangunan dengan sistem dari bawah ke atas (Buttom-Up) yang

dilalui melalui proses partisipasi masyarakat dengan lokasi Solo (Jawa Tengah)
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sedangkan Yoni Yulianti (2012) melakukan penelitian tingkat partisipasi
masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam kegiatan PNPM Mandiri
Perkotaan di Kota Solok serta untuk mengetahui  faktor-faktor yang
mempengaruhi partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan analisis
deskriptif kuantitatif dengan distribusi frekuensi dan didukung dengan analisis
kualitatif. Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat diukur dengan skala
Likert dan cross tabulasi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
partisipasi masyarakat.

Berdasarkan keterangan di atas maka perbedaant penelitian terdahulu
dengan yang dilakukan penulis, meliputi metode yang tligunakan dan hasil yang
dicapal serta lokasi penelitian. Metode yarig-dipaka penulis adalah analisis
dengan pendekatan kualitatif, hasil yang dicapai adalah untuk mengetahui
bagaimana pemahaman mayarakat ‘\dan- dunia usaha tentang proses penyusunan
dokumen RPIMD Provinsi /K epuladan Bangka Belitung dan untuk mengetahui
bagaimana partisipasi/kétefiibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan
RPIMD Provinsi.Kepulauan Bangka Belitung serta lokasi penelitian di Provinsi

Kepulauan Bargka Belitung.
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BAB |11
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Pendlitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif,
artinya peneliti berusaha untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana
mekanisme serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan
RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penelitian kualitatif deskriptif umumnya peneliti “berupaya keras agar
pembahasan lebih cenderung kualitatif daripada Kuantitatif, dengan mendekati
makna dan ketglaman analisis-logis dan jugar dengan cara menjauhi statistik
“sgjauh-jauhnya’, maka kualitatif deskriptif’ diterima sebagai salah satu tipe
penelitian kualitatif. Pendekatan kualitelif” merupakan suatu paradigma penelitian
untuk mendeskripsikan suattr peristiva, perilaku orang atau suatu keadaan pada
tempat tertentu secara riaci~dan mendalam dalam bentuk narasi, dilakukan pada

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang atau sebagaimana adanya.

B. Lokas Penelitian
Lokasi penelitian adalah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi

6 kabupaten serta 1 kota

C. Instrumen Penelitian
Nasution (1992:29) instrumen penelitian tidak bersifat eksternal atau
obyektif akan tetapi internal. Subyektif yaitu peneliti sendiri tanpa menggunakan

tes, angket atau eksperimen. Instrumen dengan sendirinya tidak menggunakan
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definisi operasional. Instrumen penelitian utama yang digunakan dalam penelitian
ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan wawancara mendalam (indepth-
interview), sedangkan untuk memandu wawancara peneliti menyiapkan panduan
pertanyaan tentang hal-hal pokok yang ingin diketahui. Panduan ini
mempermudah peneliti dalam mengarahkan pembicaraan atau wawancara.
Namum demikian hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara tersebut
semakin berkembang sesuai dengan kondisi dilapangan seperti bola salju
(snowball). Alat bantu yang digunakan metode wawancara.ini adalah tape

recorder dan catatan-catatan wawancara.

D. Jenisdan Sumber Data

Sumber data merupakan segala.keterangan atau informasi mengenai hal
yang berkaitan dengan masalah dibahas. Dalam hal ini sumber data yang
digunakan :

1. Sumber data primef\yaitu sumber data yang mempunyai kaitan langsung
dengan masalah-masalah yang dibahas, data ini diperoleh dari wawancara
mendalanidart observasi.

2. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang digunakan atau diperoleh secara
tidak langsung dalam permasalahan yang dibahas. Data ini diperoleh dari buku

laporan, dokumen-dokumen, brosur, monografi, dan buku-buku literatur.

E. Informan Pendlitian

Rusidi (1993) mengemukakan responden adalah sejumlah orang yang

dapat menerangkan tentang hal dirinya sendiri, sedangkan informan adalah
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sejumlah orang yang mampu menerangkan tentang diri orang lain atau keadaan
tertentu. Informan adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat
langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih
karena paling banyak mengetahui tentang proses perencanaan partisipatif di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Informan adalah orang-orang yang benar-
benar mengetahui dan atau terlibat langsung dengan fokus permasalahan sehingga
peneliti dapat merangkum informasi yang penting dalam fokus penelitian. Dengan
melihat karakter informan tersebut, maka dalam penelitian~ini belum dapat
diketahui jumlah informan yang dibutuhkan karena “tergantung pada
perkembangan dilapangan. Namun pada awal penelitiaitelah ditetapkan beberapa
informan yang menurut peneliti orang-orang “wang terlibat langsung dan
mengetahui tentang proses perencanaan.partisipatif di daerah, yaitu : Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung~(Kasubag Perencanaan Bappeda Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung), akademisi (Dosen Universitas Bangka Belitung),
Organisasi Massa (LSM, Aepelhi), dunia usaha (Asita, Astira, AELI diwilayah
Provinsi Kepulauan,Barigka Belitung), media massa (wartawan koran Bangka
Pos), dan DPRD-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk” memperoleh data dan informasi yang sangat di perlukan bagi
penelitian kualitatif ini, maka diperlukan adanya informan penelitian. Adapun
informan penelitian ini adalah orang-orang yang mengikuti kegiatan musrenbang
RPMJD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mewakili dari beberapa unsur
yaitu : Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, organisasi masyarakat
(civil society organitation), dunia usaha, media massa, DPRD, dan akademisi

perguruan tinggi. Perencanaan partisipatif pada prinsipnya adalah perencanaan
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yang mengisyaratkan keterlibatan komponen civil society organitation dalam
merencanakan program pembangunan dan pengembangan masyarakatnya.
Nurcholish Madjid (2001) mengilustrasikan adanya tiga komponen utama dalam
civil society organitation yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Kolaborasi
ketiga komponen ini dapat menciptakan konsep pemerintahan strategis yaitu
pemerintah yang dibangun melalu pemanfaatan potensi-potensi yang ada dalam
masyarakat. Kondisi ini menunjukkan pemerintah menganggap unsur lain sebagai
mitra dan bukan menjadi rivalitas baginya. Penelitian ini ¢secara lebih luas
mencakup komponen civil society organitation, dapat diuraikan dalam gambar
3.1. Readlitas dalam penelitian ini melibatkan ufsdr)yang dijadikan sebagai

informan (pemberi informasi) yang selanjutnya dapat-diuraikan dalam tabel 3.1.

MASYARAKAT
G
PERENCANAAN
PARTISIPATIF
PERGURUAN TINGGI
DPRD MEDIA MASA
PROVINSI

Gambar 3.1. llusatrass Komponen Perencanaan
Sumber : Data diolah, 2012
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Tabel 3.1. Unsur Informan Penelitian

No

Unsur

Penjelasan

Pemerintah Provinsi
Kepulauan  Bangka
Belitung  (Kasubag
Perencanaan Bappeda
Provinsi  Kepulauan
Bangka Belitung)
Akademisi
(Universitas Bangka
Belitung)

Organisasi
kemasyarakatan
(LSM Y apelhi)

Media
(wartawan
Bangka Pos)

massa
koran

Dunia Usaha (Asita
Provinsi Babel)

DPRD (Seluruh
Komisi terlibat)

Merupakan unsur pemerintah yang memiliki otoritas
paling besar dalam melakukan pembangunan.

Merupakan unsur pemberi saran, masukan dan Konsultasi
[Imiah dalam program-program pembangunan.

Merupakan pelaku pembangunan yang banyak terlibat
dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

Merupakan  pelaku  pembangunarn~ vyang  lebih
memfokuskan misinya pada publikasi” dan diseminasi
informasi.

Merupakan pelaku pembangunan yang terlibat dalam
melakukan pembangunan:

Merupakan mitra,, pemerintah dalam melaksanakan
pembangunan dan sebagai instuisi pengontrol, budgeting
dan regulasi_dalam perencanaan pemerintah.

Sumber: Data diolah, 2012

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pelaku

pembangunan dengan, Orientasi dan kewenangan paling besar dibandingkan
dengan unsur_lainnya dalam proses perencanaan pembangunan khususnya
RPIMD Pravinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung terdiri atas Dinas, Badan maupun Kantor dengan kewenangan
dan uraian tugas yang spesifik berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Akademisi
merupakan pelaku pembangunan kota yang lebih memfokuskan pada visinya pada
Tri Dharma Perguruan Tinggi (PT) yaitu: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian.
Readlitas fungsi akademisi perguruan tinggi ini sekaligus merupakan peran mereka
sebagai pemberi saran atau arahan secara teoritis metodologis dan praktis dalam

proses perumusan perencanaan pembangunan daerah. Kehadiran unsur ini dapat
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dijadikan sebagai sebuah kekuatan moral (moral force) dalam proses perumusan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Organisasi kemasyarakatan secara struktural dapat dilihat di
tingkat provinsi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di tingkat
provinsi terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang juga berperan dalam
pemberdayaan, advokasi dan pendamping masyarakat dalam melaksanakan
pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Media massa merupakan
unsur yang bergerak dalam publikasi dan diseminasi informasi tentang perumusan
perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka“Bélitung. Kehadiran
media massa ini sangat penting untuk media sosialisas”kebijakan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagi warganya dan masyarakat luas yang
terlibat secara langsung dalam proses.perurnusan RPIMD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung tersebut. Dunia uSaha merupakan unsur yang terlibat dalam
perencanaan program pembangunan dan pengembangan masyarakat dalam proses
perumusan RPIMD Pravinsi”Kepulauan Bangka Belitung diwilayah Provinsi
Kepulauan Bangka, Belitung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
merupakan, institusi formal sebagai mitra pemerintah daerah yang memberikan
sumbangan”” saran  dan masukan  dalam  perencanaan maupun
mengimplementasikan program-program pembangunan. Secara khusus institusi
ini punya wewenang controlling, budgetting, dan legidation dalam program-

program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/40915

F. M etode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, sehingga dapat mudah
dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data
dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan
yanga akan di pelgjari dan memuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada
orang lain kepada orang lain (Sugiyono, dalam Riza Fahriansyah, 2008). Analisis
data primer dan sekunder dilakukan dengan langkah<langkah sebagai berikut :
pengumpulan data, mengolah data, menyajikan/dataymenarik kesimpulan dan
verifikasi, membuat laporan hasil penelitiar. Wntk menjawab pertanyaan dalam
penelitian ini digunakan teknik analiSis~dengan pendekatan kualitatif. Analisis
kualitatif bermakna sebagai g4atu ‘pengertian analisis yang didasarkan pada
argumentasi logika. Namum~inateri argumentasi didasarkan pada data yang
diperoleh melalui kegiatan teknik perolehan data, baik studi lapangan (observasi)
maupun studi pustaka Penganalisaannya tidak berdasarkan pada perhitungan-
perhitungan™, kuantitatif, tetapi pada kemampuan nalar peneliti  dalam
menghubung-hubungkan fakta, data dan informasi. Data yang diperoleh akan
disusun secara sistematis pada tigp kategori. Kecenderungan masing-masing
kategori akan dianalisis sehingga dihargpkan muncul gambaran yang dapat

mengungkapkan permasalahan penelitian.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini bahwa pembangunan
partisipatif dalam konteks multistakeholder, harus terdapat keterlibatan
Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi masyarakat, perguruan
tinggi, dunia usaha dan media massa. Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha
perlu dicermati dalam mengawal perumusan program-program pembangunan
serta mendorong / memfasilitasi agar proses pelaksanaan usrenbang tidak
terjebak pada acara seremonial, melainkan ikut“gktif bekerjasama agar
pelaksanaan musrenbang RPIMD lebih intgnsif s\dalam pembahasan substansi
dengan peserta musyawarah yang. melibatkan keterwakilan pemangku

kepentingan yang memadai.

1. Bahwa penyusunan rumitsan RPIMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
mengacu kepada.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan,» Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, terdapat 6 (enam) tahapan proses
penyusunan RPIMD dan hanya satu proses sgja yang melibatkan secara
utuh stakeholders pelaku pembangunan yaitu tahapan musrenbang RPIMD
sebagal perumusan hasil kesepakatan dan komitmen stakeholders.

2. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha masih rendah terkait proses
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada

masyarakat dan dunia usaha yang tidak terlibat dalam penyusunan Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah, hal ini dapat dilakukan dengan
memberikan waktu atau durasi yang lama dari Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan musrenbang ini cuma berlangsung
satu hari, dimulai dari pagi hingga sore hari, sehingga kegiatan musrenbang
ini kurang dapat mengakomodir aspirasi rakyat dalam merumuskan
permasalahan solusi pembangunan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis adalah’sebagai berikut :

1. Penyusunan RPIMD ke depan seharusiiya stakeholder pembangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilibatkan dalam proses Musrenbang
dalam komposisi yang lelsth utuh dan juga terlibat dari proses awal, tidak
hanya terlibat pada, Seat) musrenbang sgja. Artinya, Pemerintah Provinsi
Kepulauan Baogka 'Belitung harus memikirkan model alternatif selain
musrenbang, dalam menjaring aspirasi masyarakat secara lebih mendalam.

2.  Partisipasi/keterlibatan masyarakat dan dunia usaha perlu dicermati dalam
mengawal perumusan program-program pembangunan serta mendorong/
memfasilitasi agar proses pelaksanaan musrenbang tidak terjebak pada acara
seremonial, melainkan ikut aktif bekerjasama agar pelaksanaan musrenbang
RPIMD lebih intensif dalam pembahasan substansi dengan peserta
musyawarah yang melibatkan keterwakilan pemangku kepentingan yang

memadai.
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3. Sosalisas tentang proses penyusunan RPIMD kepada unsur-unsur yang
terlibat dan tidak terlibat dalam penyusunan RPIMD sehingga pemahaman
masyarakat dan dunia usaha meningkat atau bertambah.

4. Pemerintah Provins Kepulauan Bangka Belitung sudah seharusnya
mengidentifikasi stakeholder secara lebih luas, dengan mencoba lebih
mengakomodir  pihak-pihak  swastalpengusaha  sebagai pelaku
pembangunan lainnya. Fakta yang dapat dilihat bahwa pembangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terlepas ¢dari peran pihak
swasta/pengusaha. Keterlibatan pihak ini akan sangat. memberi kontribusi
terhadap proses perencanaan pembangtpary Provins  Kepulauan

Bangka Belitung.
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DAFTAR ISI DAN SUBSTANSI BAHASAN RPIMD

Sistematika penulisan RPIMD sebagaimana berikut dibawah ini:
BAB1l PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang
(RPIMD seagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah
terpilih berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPIMN/Provinsi.
RPIMD berisi informasi tentang sumber daya yang diperlukan,
keluaran dan dampak. Keluaran dan dampak yang tercantum didalam
dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan
bersifat tidak kaku., peran dan fungsi daerah sebagainya telah
disepakati, pandangan Kepala Daerah tentang pembangunan periode
sebelumnya, serta posisi dan muatan RPIMDh yang disusun dalam
mencapal visi kepala daerah terpilih).

1.2. Maksud dan Tujuan
(Menjabarkan maksud dan tujuan detipenyusunan RPIMD menjadi
pedoman dalam penyusunan rencariagenibangunan tahunan daerah).

1.3 Landasan Hukum
(Undang-undang Peraturan/Pemerintah, dan peraturan perundangan
lainnya termasuk Undang-Lndang pembentukan daerah dan Rencana
Tata Ruang Wilayah):

1.4. Hubungan RPIMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
(Memperhatikan, RRIMN bagi RPIMD provinsi, dan memperhatikan
RPIMD/Reristrada”  Provinsi bagi RPIMD  kabupatervkota.
Memperhatikanrencana tata ruang yang ada. RPIMD menjadi pedoman
dalannpenyusunan Renstra SKPD).

1.5. Sistematika Penulisan
(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPIMD ini).

BABIl. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1.1 Kondis Geogr afi
(berisi luas wilayah dan letak geografis daerah, topografi, hidrologi, dan
klimatologi, luas dan sebaran kawasan budidaya, kawasan lindung dan
kawasan rawan bencana, sertainformasi geografis lainnya).

1.2. Perekonomian Daerah
(deskripsi dan statistik perekonomian daerah berupa PDRB, tingkat
inflasi, investasi, pajak dan retribus daerah, pinjaman daerah, dana
perimbangan, tabungan pemerintah daerah, sumber penerimaan daerah
lainnya, termasuk tingkat pelayanan Pemerintah Daerah bidang
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ekonomi berikut kebijakan pengembangan ekonomi daerah dan
indikator pembangunan bidang ekonomi).

1.3. Sosial Budaya Daerah
(deskripsi dan satistik sosaial budaya daerah tentang kependudukan,
kondisi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan social, agama, pemuda
dan olahraga, kebudayaan, termasuk tingkat pelayanan Pemerintah
Daerah bidang sosial budaya berikut kebijakan pengembangannya, dan
indikator pembangunan daerah bidang sosial budaya).

1.4. Prasarana dan Sarana Daerah
(deskripsi dan statistik prasarana dan sarana daerah mencakup prasarana
dan sarana daerah sosial ekonomi, sosial-budaya, transportas dan
perhubungan, telekomunikasi dan informasi, pengairan, drainase, air
bersih, air limbah, energi, dan lainnya termasuk .tingkat pelayanan
pemerintah daerah bidang prasarana dan sarara Wertkut kebijakan
pengembangannya, dan indikator pembangunan” daerah bidang
prasarana dan sarana daerah).

15 Pemerintahan Umum
(deskripsi dan datistik pemerintahah “umum daerah  mencakup
pelayanan catatan sipil, pemakaman perijinan, keimigrasian, pemadam
kebakaran, pasar tradisional, ketertraman dan ketertiban umum,
PDAM, pelayanan dari kecamiaban dan kelurahan/desa, serta pelayanan
umum pemerintahan ,lainnya kepada masyarakat setempat, dan
indikator pembangurnan‘daerah bidang pemerintahan umum).

BAB I11. VISI DANM IS

1.1 Vis
(Mengadopsi visi Kepala Dagerah terpilih).
1.2. VNS

(Mengadopsi misi Kepala Daerah terpilih).

BAB IV. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

(strategi pembangunan daerah adalah kebijakan mengimplementasikan
program Kepala Daerah, sebagai payung pada perumusan program dan
kegiatan pembangunan didalam mewujudkan visi dan misi).

BABV. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

(mengunakan hasil analisis keuangan daerah sebagai dasar dari
perumusan arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup kebijakan
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bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta capaian kinerja
program kerja dan kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan SPM yang telah
ditetapkan.)

1.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

1.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

1.3. Kebijakan Umum Anggaran
(catatan: dalam membuat kebijakan peningkatan penerimaan
pendapatan daerah perlu  memperhatikan pembangunan
berkelanjutan, serta kelangsungan dan tumbuh kembangnya dunia
usaha).

BAB VI. ARAH KEBIJAKAN UMUM

(merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pregrarm Kepala Daerah
terpilih, sebagai arah bagi SKPD maupun /lintas SKPD dalam
merumuskan kebijakan guna mencapal kirerja sesuai dengan tugas dan
fungsinya).

BAB VII. PROGRAM PEMBANGUNANDAERAH
7.1. Program Pembangunan Dagrah

(disusun dengan memperhatikan rancangan renstra SKPD yang
disiapkan oleh masingumasing SKPD)

7.1.1.  PrograimSKPD
7.1.2. . _Program Lintas SKPD
7.5:8~> Program Kewilayahan
7.2. RencanaKerja
7.2.1. RencanaKerjaKerangka Regulas
7.2.2. RencanaKerjaKerangka Pendanaan

(kerangka pendanaan disusun bersifat indikatif dan disesuaikan
dengan kapasitas fisikal daerah, bersumber dari APBD
setempat, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan
lainnya yang sah).
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BAB VIII. PENUTUP

8.1. Program Transis

(dalam menyusun RPIJM Daerah ini ditambah rancangan program
indikatif 1 (satu) satu tahun kedepan setelah periode RPIM Daerah
berakhir, untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan
jangka menegah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah).
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA TAPM :
PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASISMASYARAKAT YANG
PARTISIPATIF (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provins K epulauan Bangka Belitung)

Bapak/Ibu/Saudara yang Terhormet,

Dalam rangka pelaksanaan Tugas Akhir Program Magister pada
Universitas Terbuka (TAPM UT), saya bermaksud menyusun TAPM dengan
judul “Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif (Studi
Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah'Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung)”. Pemilihan tema atau juduintersebut di maksudkan
untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang<p&mahaman dan partisipasi
keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RRIMDProvinsi Kepulauan Bangka
Belitung yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Dagerah.

Hasil penelitiandni_semata-mata untuk kebutuhan yang bersifat ilmiah,
tidak ada motif politik”atadpun maksud lain seperti promosi jabatan, sanksi dan
lain sebagainya, Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai
pertimbangan, Urituk lebih meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada
publik. Pertanyan sengaja dirancang sesederhana mungkin untuk tidak mengambil
banyak waktu Bapak/Ibu/Saudara yang tentunya sangat berharga. Sangat
diharapkan Bapak/lbu/Saudara berkenan membantu memberikan jawaban atas
wawancara ini apa adanya sesuai pendapat ataupun persepsi Bapak/I bu/Saudara.

Atas perhatian dan partisipasinya, disampaikan terimakasih.
Pangkalpinang, Juli 2012
Hormeat saya,

Y ulias Tuti Ningsih
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WAWANCARA PENELITIAN

A. IDENTITASINFORMAN

1. No. Informan

Nama

Umur :

Jenis Kelamin . L/P

Pekerjaan/jabatan

I nstansi/lembaga

Pendidikan Terakhir . SD/SLTP/SLTA./D3/DIV/S1/S2

Noas~ WD

B. PETUNJUK WAWANCARA

Berdasarkan persepsi atau pendapat, sanda tentang Perencanaan
Pembangunan Berbasis Masyarakat “ang Partisipatif (Studi Tentang
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung).~Anda dimohon untuk menanggapi
pertanyaan berikut ini. yang benar-benar mencerminkan penilaian saudara
tentang partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

C. DAFTAR PERJANY AAN WAWANCARA
1. Apakahyang dimaksud dengan perencanaan?

JAWADAN / KOMENEAE & .o

2. Apakah yang dimaksud pembangunan dalam penyusunan RPIMD?
Jawaban / KOmENLar : .........cccveeiiiiieccee e e

3. Apakah yang dimaksud partisipasi?
Jawaban / KOMENTAr & .......coovi e e e

4. Apakah unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan RPIMD?
Jawaban / KOmENtar : ........ccccue e

5. Apakah dokumen perencanaan itu?
Jawaban / KOMENTAr & .......coovieiiieecee e e
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6. Apakah RPIMD itu?
JAWADAN / KOMBNEAE & ettt e e ee e ee e eeeeeeeeeeneeens

7. Apayang dimaksud dengan partisipasi masyarakat?
Jawaban / KOMENTAr & .......cooveiiiecee e e e e e

8. Apakah Substansi dari RPIMD terhadap RKPD, RAPBD dan LKPJ ?
JAWADAN | KOMENEAT & ettt e e mnnnnnnnmnnnn

9. Apayang di maksud dengan Renstra?
Jawaban / KOmENLar © ........cccccue i

10. Apakah yang dihasilkan pada tahap rancangan Renstra SKPD ?
Jawaban / KOmENLar © .........cccoueeiiiiieecee e e

11. Bagaimana pelaksanaan musrenbang dengan mengguriakan mekanisme
perencanaan top-down dan bottom-up?
Jawaban / KOmentar : .........cccceevieviiiiie e B e e et

12. Bagaimana kesepakatan dalam rancangan,akhir RPIMD?
Jawaban / komentar :

13. Apatujuan penyerahan rancangan akhir ke DPRD ?
Jawaban/KOmENtar : ........ e e e

14. Bagaimana Partisipash, masyarakat dalam sistem perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah ?
Jawaban/KOMEBIILAN 7 <......cccvee ettt et e

15. Siapa pihak,pértama yang merumuskan isu-isu strategis ?
JaWaharn/KOMBNEAK : ........coee et e

16. Bagaimara keterwakilan masyarakat dalam pembangunan?
JAWabaN/KOMENLAI: ........ccoeeiiecie et e

17. Bagaimana Indikator keberhasilan dengan adanya partisipasi
masyarakat?
Jawaban/KOMENLAr: .........ccceeiieeiiecee et e

18. Bagaimana Penerapan konsep partisipatif dalam proses RPIMD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung ?
Jawaban/KOMENLAr: .........ccceecieciieieee et e

19. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan partisipatif?
Jawaban / KOmentar : .........ccceeiiiiiiicee e
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20. Sigpa yang pertama kali merumuskan isu-isu strategis dalam
perencanaan pembangunan?
Jawaban / KOmentar : ........ccceeiiiiieicee e e

21. Bagaimana keterwakilan masyarakat dalam perencanaan pembangunan?
Jawaban / KOmentar : .........ccccceeiieiiiese e

22. Apaindikator keberhasilan dengan adanya partisipasi masyarakat?
Jawaban / KOmENtar : .........cccoveiiiiiee e e

23. Bagaimana pandangan tentang perencanaan partisipatif?
Jawaban / KOmENtar : ........cccvecieiiieeee e e

24. Bagaimana ideal dan realitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan?
Jawaban / KOmentar © .......coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeese el s e
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HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN DI WILAYAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO NAMA UMUR JENIS INSTANSI/ PEKERJAAN/ | PENDIDIKAN
INFORMAN KELAMIN LEMBAGA JABATAN TERAKHIR
(L/P)
1. | Ahmad Fauzan 34 Th L Bappeda Prov. Kasubag 2
Babel Perencanaan
2. | Joko Triadhi 33Th L Bappeda Prov. Kasubid 2
Babel Bidang
Ekonomi
3. | Martini 40 Th P Bappeda Prov. Kasubid Fisik 2
Babel dan Prasarana
4. | Herman Suadi 45Th L DPRD Anggota S1
Komis
5. | MiharzaMalik 50 Th L DPRD KetuaKomis 2
6. | Yuna 50Th P Asita Ketua S1
7. | Rio 51 Th L Astira Ketua S1
8. | Dodi 41Th L Koran Bangka Editor S1
Pos
9. | Dedi Marjaya 35Th L Koran Bafgka Wartawan S1
Pos
10. | Edi Nurcahyo 50 Th L Universitas Dosen S3
Bahgka
Belitung
11. | Kartika 40 Th P Universitas Dosen S2
Bangka
Belitung
12. | Franto 39Th L LSM Y apelhi Ketua Sl
13. | Zaind 50 Th L AELI Ketua Sl
14. | M. Joni 42 Th L Tokoh - SMA
Masyarakat
15. | Sabrul Jabil 65Th L Tokoh - STM
Masyarakat
16. | Fadillah Sabri 40°Th L PP Sekretaris 2
Muhamadiyah
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DAFTAR JAWABAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah yang dimaksud dengan perencanaan partisipatif?

Jawaban / komentar : Perencanaan partisipatif adalah
perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat,
dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun
tidak langsung). Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu
kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan
tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa
rumusan akan berpihak pada rakyat.

2. Apakah yang dimaksud pembangunan dalam penyusunan RPIMD?

Jawaban / komentar : suatu proses multimerisial yang meliputi
perubahan-perubahan struktur sosial, sikép masyarakat, lembaga-
lembaga nasional, sekaligus peningkeftaim) pertumbuhan ekonomi,
pengurangan kesenjangan dan pemberantasain’kemiskinan.

3. Apakah yang dimaksud partisipasi?

Jawaban / komentar C.-Keterlibatan masyarakat dalam proses
pembuatan keputusan dan. dalam mengimplementasikan program,
serta menikmati  keéuntungan-keuntungan dari program tersebut.
Keterlibatan mayarakatdalam mengevaluas program suatu proses
aktif, dimana_rakyat-dari suatu komuniti mengambil inisiatif dan
menyatakan @erigan tegas otonomi mereka.

4. Apakah.unsur<unsur yang terlibat dalam penyusunan RPIMD?

Jawaban / komentar : Pemerintah Provins Kepulauan Bangka
Belitung (Kasubag Perencanaan Bappeda Provins Kepulauan Bangka
Belitung), akademis (Dosen Universitas Bangka Belitung), Organisas
Massa (LSM Yapelhi), dunia usaha (Asita, Astira, AELI diwilayah
Provins Kepulauan Bangka Belitung), media massa (wartawan koran
Bangka Pos), dan DPRD Provins Kepulauan Bangka Belitung.

5. Apakah dokumen perencanaan itu?
Jawaban / komentar : Dokumen RPJMD Provins Kepulauan

Bangka Belitung adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun.
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6. Apakah RPIMD itu?

Jawaban / komentar : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPIMD merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam
kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun
berdasarkan vis, mis dan program Kepala Daerah, dimana program
dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang
menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan
kemampuan kapasitas keuangan daerah

7. Apayang dimaksud dengan partisipasi masyarakat?

Jawaban / komentar : keterlibatan masyarakat dalam proses
pembuatan keputusan dan dalam mengimplementasikan program,
serta menikmati keuntungan-keuntungan darif program tersebut.
Keterlibatan mayarakat dalam mengevaluasi program suatu proses
aktif, dimana rakyat dari suatu komunitimenhgambil inisiatif dan
menyatakan dengan tegas otonomi mereka

8. Apakah Substansi dari RPIMD terhadiap RKPD, RAPBD dan LKPJ ?

Jawaban / komentar : RPIJMD akan digunakan sebagai rujukan
dalam penyusunan RKPD--{Rencana Kerja Pemerintah Daerah),
RAPBD, penyusunan, LKRJ” (Laporan Keterangan pertanggung
Jawaban) Kepala Daerah, dan tolak ukur kinerja Kepala Daerah.
Oleh karena itu /RPIMD" ini akan memuat arah kebijakan, program
dan kegiatan yarig akan dilaksanakan, dimana program-program yang
akan diusulkari-diharapkan akan dibiayai oleh APBD. Jadi pada
dasarnya‘is miis dan program Kepala Daerah akan menjadi vis misi
pembangunai’ jangka menengah daerah.

9. Apayangdi maksud dengan Renstra?

Jawaban / komentar : Pada proses rancangan renstra ini hal yang
lebih terlihat adalah kinerja kepala SKPD yang melakukan perumusan
prioritas program yang disesuaikan dengan program Gubernur
sehingga tercapai suatu sinergitas kedepannya.

10. Apakah yang dihasilkan pada tahap rancangan Renstra SKPD ?

Jawaban / komentar : merupakan tahapan pengintegrasi
rancangan awal RPJMD dengan rancangan renstra SKPD, yang
penyusunannya menjadi tanggung jawab Kepala Bappeda yang hasiinya
akan menjadi masukan utama dalam musrenbang jangka menengah
daerah.
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11. Bagaimana pelaksanaan musrenbang dengan menggunakan mekanisme
perencanaan top-down dan bottom-up?

Jawaban / komentar : Proses penyusunan RPJMD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan dengan menggabungkan dua
sistem perencanaan yang berlaku di Indonesia yaitu sistem perencanaan
top-down dan Bottomrup. Kedua system ini dipadukan pada saat
musrenbang, dimana usulan dari masyarakat (bottomrup) akan
disinkronkan dengan rancangan kerja dari pemerintah (top-down

12. Bagaimana kesepakatan dalam rancangan akhir RPIM Daerah ?

Jawaban/ komentar : tahap ini dapat dikatakan sebuah finalisas
dari keseluruhan proses musrenbang yang dilaksanakan walaupun
belum dijadikan Perda akan tetapi hasl-hasl¢yang telah ada
merupakan suatu wujud kesepakatan yang su@lah’ sah dan untuk
dilaksanakan.

13. Apatujuan penyerahan rancangan akhir ke'DPRD?

Jawaban/ komentar : Adapundujuan-dari penyerahan rancangan
tersebut kepada badan legidatif yaity DPRD untuk dikaji/ditinjau
kembali. Dalam hal ini DPRD. akartmembahas RPIMD tersebut dalam
rapat komis kemudian aken-Giadakan konsultas dengan Gubernur.
Apabila sudah layak untuk-disahkan maka DPRD akan menyusun
sebuah peraturan daerah yang akan mengesahkan pelaksanaan RPJMD
tersebut.

14. Bagaimana _ Rartisipasi masyarakat dalam sistem perencanaan
pembangurian’jarigka menengah daerah ?

Jawaban/ komentar : Partispas masyarakat dalam sistem
peréicanaan pembangunan jangka menengah daerah bermaksud untuk
menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi
masyarakat. Dalam rangka mengantispas berbagai isu yang ada,
pemerintah daerah menyediakan saluran komunikas agar masyarakat
mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan
umum, temu wicara, konsultas dan penyampaian pendapat secara
tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah
melalui  perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda
pembangunan, pemantauan, evaluas dan pengawasan secara
partisipatif dan mekanisme konsultas untuk menyel esaikan isu sektoral.

15. Siapa pihak pertama yang merumuskan isu-isu strategis ?
Jawaban/ komentar : Dalam hal ini penyusunan rencana

pembangunan, Bappeda pertama- tama harus merumuskan terlebih
dahulu isu-isu strategis yang berkaitan dengan kondis pembangunan di
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Provins Kepulauan Bangka Belitung. Dalam merumuskan isu tersebut
Bappeda Provins Kepulauan Bangka Belitung harus terlebih dahulu
mengadakan analisis terhadap lingkungan strategis. Untuk itu, Bappeda
dibantu oleh tenaga ahli dari Perguruan Tinggi.

16. Bagaimana keterwakilan masyarakat dalam pembangunan?

Jawaban/ komentar : poss masyarakat masih lemah tingkat
keterwakilannya. Kondis tersebut diatas tentunya tidaklah harus terjadi
apabila Pemerintah Provinsg Kepulauan Bangka Belitung dapat
mengidentifikas stakeholder pembangunan yang ada di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung secara baik dengan melibatkan stakehol der
tersebut untuk mendata secara lebih rinci tentang keberadaan dari
stakeholder yang ada di Provins Kepulauan Bangka Belitung.

17. Bagaimana Indikator keberhasilan dengan [(adanya partisipasi
masyarakat?

Jawaban/ komentar : indikator“ Kkeberhasilan dari adanya
partispas dapat dilihat dari meningKkathya kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah, meningkatriya “jumlah masyarakat yang
berpartisipas dalam pembangunai daefah, meningkatnya kuantitas dan
kualitas masukan (kritik dan.sararn) untuk pembangunan daerah dan
terjadinya perubahan sikap ‘masyarakat menjadi lebih peduli terhadap
setiap langkah pembangunain:

18. Bagaimana Peneraparnkonsep partisipatif dalam proses RPIMD Provinsi
Kepulauan BangkaBelitung ?

Jawabdari/ , komentar : Perencanaan partisipatif juga dapat
dipandang, sebagai instrumen pembelajaran masyarakat (social
learning) secara kolektif melalui interaks antar seluruh pembangunan
atau “stakeholder tersebut. Pembelajaran ini pada akhirnya akan
meningkatkan kapasitas seluruh stakeholder dalam upaya memobilas
sumberdaya yang dimilikinya secara luas. Perencanan partisipatif
selain sebagai sebuah proses politik juga merupakan sebagai sebuah
proses teknis.

19. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan partisipatif?

Jawaban/ komentar : Perencanaan partisipatif juga dapat
dipandang sebagai instrumen kemitraan melalui interaks antar seluruh
pembangunan atau stakeholder tersebut. Proses kemitraan dengan
Pemerintah Daerah akan meningkatkan kapasitas seluruh stakeholder
dalam upaya memobilas sumberdaya yang dimilikinya secara luas,
perencanan partisipatif selain sebagai sebuah proses politik untuk Iebih
meningkatkan perekonomian daerah.
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20. Sigpa yang pertama kali merumuskan isu-isu strategis dalam
perencanaan pembangunan?

Jawaban/ komentar : Dalam hal ini penyusunan rencana
pembangunan, Bappeda pertama- tama harus merumuskan terlebih
dahulu isu-isu strategis yang berkaitan dengan kondis pembangunan di
Provins Kepulauan Bangka Belitung. Dalam merumuskan isu tersebut
Bappeda Provins Kepulauan Bangka Belitung harus terlebih dahulu
mengadakan analisis terhadap lingkungan strategis. Untuk itu, Bappeda
dibantu oleh tenaga ahli dari Perguruan Tinggi.

21. Bagaimana keterwakilan masyarakat dalam perencanaan pembangunan?

Jawaban/ komentar : posis masyarakat mash lemah tingkat
keterwakilannya. Kondis tersebut diatas tentunya tidaklah harus terjadi
apabila Pemerintah Provinsg Kepulauan Bangka( Belitung dapat
mengidentifikas stakeholder pembangunan yang ada di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung secara baik dengan melibatkan stakehol der
tersebut untuk mendata secara lebih rifgl tentang keberadaan dari
stakeholder yang ada di Provins Kepulauan Bangka Belitung.

22. Apaindikator keberhasilan dengan adarya partisipasi masyarakat?

Jawaban/ komentar ““Indikator keberhasilan dari adanya
partispas dapat dilihat dari rheningkatnya kepercayaan masyarakat
kepada pemerintahy\ meningkatnya jumlah masyarakat yang
berpartisipas dalam pembangunan daerah, meningkatnya kuantitas dan
kualitas masukan “(kritik dan saran) untuk pembangunan daerah dan
terjadinya perubaihan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap
setiap langkah pernbangunan.

23. Bagainiana pandangan tentang perencanaan partisipatif?

Jawaban/ komentar : Perencanaan partispatif adalah
pefencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat,
dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun
tidak langsung). Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu
kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan
tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa
rumusan akan berpihak pada rakyat.

24. Bagaimana ideal dan realitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan?

Jawaban / komentar : ideal dan realitas partisipas masyarakat

dalam memberikan kontribusi, komitmen, dukungan, kerjasama, dan
keahlian.
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